BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
1.Penegakan hukum oleh kepolisian polres Bekasi terhadap tindak pidana
penganiayaan hewan

Penegakan hukum oleh kepolisian polres Bekasi terhadap tindak pidana
penganiayaan hewansudah sepatutnya dilakukan dengan catatan jika ada laporan
mengenai tindak pidana terhadap penganiayaan hewan. Hal ini karena tindak pidana
penganiayaan hewan merupakan delik aduan. Disamping itu rendahnya ancaman
dibawah satu tahun sehingga tindak pidana penganiayaan hewan dikategorikan sebagai
tindak pidana ringan.

Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan hewan sudah sesuai prosedur
yang seharusnya. Sesuai dengan tahap aplikasi dalam penegakan hukum pidana. Tahap
aplikasi ini dilakukan oleh penyidik Polres Bekasi. Kemudian hasil penyidikan tersebut
dimuat dalam berita acara tertulis yang selanjutnya dibendel dalam satu kertas yang
bersampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan
daftar barang bukti. Setelah berkas perkara tersebut lengkap dan diterima oleh
kejaksaan maka akan diproses secara hukum oleh kepolisian telah selesai dan

selanjutnya diproses secara hukum oleh pihak kejaksaan dan pengadilan

2.Dalam prosesnya terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukum.

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
penganiayaan hewan terdiri dari substansi hukum yaitu rendahnya ancaman terhadap
pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP
yaitu ancaman pidana paling lama 3bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
limaratus rupiah. Pasal 91B Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan

dan peternakan hewan yaitu minimal 1 bulan dan maksimal hanya 6 bulan.
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Faktor sarana dan prasarana yaitu minimnya klinik khusus hewan seperti
puskeswan maupun dokter hewan yang berguna untuk menunjang penyelidikan bahwa
telah terjadi kasus penganiayaan hewan.

Faktor masyarakat yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan
hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan. Masyarakat dalam hal ini menganggap
bahwa kegiatan pemanfaatan hewan sebagai sarana mata pencaharian seperti topeng
monyet merupakan hal yang biasa. Disamping itu beberapa hewan juga dianggap
sebagai hama jadi merupakan hal yang lumrah jika ada beberapa masyarakat yang
memburu hewan tersebut seperti kera di areal kebun sawit, musang yang sering
memakan ternak warga maupun hewan peliharaan seperti kucing dan anjing yang
merupakan hewan peliharaan tapi karena tak sedikit yang sering bertingkah
mengesalkan sehingga sering terjadi kekerasan /pemukulan terhadap hewan
peliharaan. Faktor masyarakat selain minimnya partisipasi masyarakat dalam
penegakan hukum juga kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa bentuk- bentuk
kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu tindak pidana dan dapat
dipidana

Faktor adat istiadat juga berperan dalam proses penegakan hukum jika terjadi
tindak pidana penganiayaan hewan. Dibeberapa daerah masih menjunjung tinggi adat
sehingga jika terjadi tindak pidana di lingkungan tersebut tidak menggunakan hukum

positif Indonesia namun menggunakan hukum adat yang berlaku.

5.2 Saran

1.Pemerintah sudah seharusnya merevisi undang-undang tentang penganiayaan hewan
dengan sanksi pidana yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera

2.Aparat penegak hukum (kepolisian) seharusnya bekerjasama dengan dinas terkait
maupun masyarakat untuk mengadakan edukasi tentang tindak pidana penganiayaan
hewan dan hendaknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang

berpotensi pada terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan
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